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PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT U 
BLORA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA 
NOMOR 9 TAHUN 1998 

TENTANG 

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BLORA 

l"lenimban9 a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan 

Mengin9at· 

r-) • t 1-- ,, ,,~---- ·r h 1eiq··1 <·•,:,,•-..-,,,--,1· i").-.1"'.r.-·~·-·•·1·•"'·,. --emer--1n _.a,1 ,·-1omor-- ·"-") a un ,., ,·. -~,,:~1-,,:,:,,,:, 1.,~. ,:,,,.::,,:,, ,:,,:..,1 
d,:isi Undang-··undang Nomor 18 Tahun 1997 tentan-;1 
Pajak Daerah dan Retribusi Da~rah. maka Peraturan 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu. disesuai- · 
kan; 

b, bahwa untul<; melaksanal-.-;.1n penyesuaian · sebagaim,'.:ina .. · 
dimaksud huruf a diatas. maka perlu menyusu~ dan ··· 
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten· Daerah· 
Tingkat II Blora tentang Re~ribusi Pe~akaian 
Kekayaan Oaerah, 

Undang --- undang Nomor 13 Tahun 1950 tentan,g Pom-·-­
bentukan Daerah-daerah Kabupat~n Oalam· Lingkungan 
Pr·opinsi Jawa Ten9ah (Ber i ta Nr~gata Rep.ubl i k. 
Indonesia Tahun 1950)~ 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang P6k6k­
pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembatan · Negara 
Republik Indone~ia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037); 

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukurn 
Acara Pidana (Lembaran Negar~ Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia·Nomor 3209): 

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara· 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nombr 41. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685}; 

5. Perdturan Pemerintah N6mor 20 Tahun 1997 
Retribusi Oaerah (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Timbahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 3692); 

tentanq 
f~epubl i k. 
Lernbar·an 

6. Peiaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 
tentang Pelaksanaan ·{)nggaran Pendapat:an dan Bela.nja 
Da,;:ir·ah ~ 



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 
tentang Perubahan Peraturan Menteri Galam Negeri 
Nornor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran 

~:~;1::l~:ta;' J;-i_n {~~;f~rta f~1;r1tCt \c:. fe.tl\~~;V\tcl~ !},tu~. 
Keputusan Menteri Dalam Negeri ~omor 84 Tahun 1993 
tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan 
Daerah Perubahan; 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 
tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Oaerah 
tentang Pajak Dan Retribusi Oaerah; 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 
tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 
tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi 
Daerah; 

Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 43 Tahun 1998 
tentang tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II; 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 
tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi 
Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II; 

II Blora 
Neger·i 
D,:1e1-ah 
Daer·ah 

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 
Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai 
Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Tingkat II Blora ( Lembaran Daerah Kabupaten 
Tingkat II Blora Tahun 1988 Nomor 5 Seri D 
4). 

Nomor-

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Blora 

Menetapkan 

M E M U T U S K A N 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OAERAH TINGKAT II BLORA 
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. 

KETENTUf'.'!N UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Oaerah ini yang dimaksud dengan: 
a. Daerah adalah Kabupaten Oaerah Tingkat II Blora; 
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Blora; 
c. Kepala Oaerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blora; 
d. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki/dikuasai dan atau 

dikelola oleh Pemerintah Daerah yang rneliputi tanah, gedung / 
bangunan / ruangan, kendaraan / alat-alat berat. 

e. Retribusi Pemakaian Kekayaan Oaerah yang selanjutnya disebut 
retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pema­
kaian kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Oaerah; 
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f. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang rnenurut 
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pernbayaran retribusi. terrnasuk pemungut atau pemotong retribusi 
tertentu; 

l'w Slir-at Pernber·:i tahuan Retr·ibusi Daer ah yang selanj utnya disi ngkat 
SPTRO adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk 
melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang 
rnenurut Peraturan Oaerah; 

9 ;c,.. Sur-at Keteta.pan Retr·ibusi Oaerah yang se.lanj utnya disi ngl<;at SKRD 
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi 

,. 

terutang; 
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan 
Pemerintah Daer-ah; 

merupal<;an 
jasa dari 

Obyek Retribusi adalah setiap pemakaian kekayaan daerah. 

Pasal 4 

Subyek Retribusi ada.lah orang pribadi atau badan yang memakai 
kekayaan daerah. 

BA 8 III 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 5 

Retribusi ini termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha. 

BAB IV 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 6 

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan: 
a. Pemakaian tanah berdasar-kan lokasi, .luas tanah dan peruntukannya 

serta waktu pemakaian; 
b. Pemakaian gedung/bangunan/ruangan berdasarkan lokasi, luas 

ruangan, fasilitas dan waktu pemakaian; 
c. Kendaraan/alat-alat berat berdasarkan jenis kendaraan/peralatan, 

kapasitas dan waktu pemakaian. 
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B A B V 

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA 
Tf~RIP RETRIBUSI 

Prinsip penetapan 
trasi. pembangunan, 

F•asa.l 7 

tarip retribusi adalah 
perawatan, penyusutan. 

Pasa.l a 

untuk biaya . adminis­
kebersihan dan pembinaan. 

Struktur dan besarnya tarip retribusi sebagaimana tercantum da.lam 
Lampiran Peraturan Daerah ini. 

8 AB VI 

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasa.l 9 

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain 
yang dipersamakan. 

(2) Pemungutan retribusi pada prinsipnya tidak dapat dialihkan 
kepada pihak ketiga/diborongkan. 

~ Retr~s:i ter-ut~g dalam masa retribusi. ter-jadi pada saat 
pema~an kekay~ daerah. 

~ Setiap Wajib 

~ ~PTR~ .. 
Jelas, benar 
Retr:ibu~s.:i atr:w 

Pa'x1 .10 

wajib 

"sal 1 n1. 
andatangani 

d:iis:i 
o.leh 

dengan 
Wajib 

Bentuk, i s:i dan 
Oaerah. · 

ditetapkan oleh Kepala 

Pasal 1.Q 

Retribusi dip_~i_ngut di Wi l~vah Daerah. 

iAB YJL 
Y\A; T ~1 ~ci T-W-LJ rAN0 

?t.\$t l It 

~~ {e,rut'"}- Iv~ r"- eul'. J.i ~ ~ al¾ ~ 1.w,. 
~ cJJ,~-
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(3,) Kepala Dae rah atas per~honan secc:-u-a ter l is dalam Bahasa 
Indonesia dari Wajib Retr: si dapat membe ikf persetujuan 
l<;epada Waj ib Retribusi unt en9a.ngsur atau men 1da pembayaran 
retribusi dengan dikenaka bunga sebesar 2 % (dua ~ersen) setiap 
bulan. 

Tata cara pembayaran. tempat pembayaran. penundaan 
retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah. 

B A 8 

TATA CARA PENAGIHAN 

pembaya1-an 

• b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik lang--
sung maupun tidak langsung. 

--...... 
8 f~ B 2$J. 

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI 
YANG KADALUWARSA 

Pasal 1.5 

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak 
untuk melakukan pena9ihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus. 

(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi 
Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagai dimaksud ayat (1) pasal 
ini. 

- ---
8 f~ 8 ~ 

SANKS! AOMINISTRASI 

Pasal J..6 

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau 
kurang membayar. dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 
2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang 
tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRO. 
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PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN 

Pasa.l 17 

(1) Pelaksanaan teknis atas berlakunya Peraturan Daerah ini ditetap­
kan oleh Kepala Daerah. 

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini. dilakukan oleh 
Inspektorat Wilayah Kabupaten Blora. Bagian Ketertiban dan 
Bagian Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah. 

Kepada Aparat Pelaksana dan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat 
(1) dan ayat (2) pasal ini, diberikan biaya operasional yang 
besar dan pembagiannya, diatur dalam Surat Keputusan Kepala 
Oaerah dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

1. ar,: -~~ --~ 

B A B 

KETENTUAN PIDANA 

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi 
daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih 
lengkap dan jelas; 

b. Meneliti. mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai 
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang 
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah 
tersebut; 

c. Meminta keteranga~ dan barang bukti dari orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi 
daeral, ; 

d. Memeriksa buku-buku. catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ; 

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti 
pembukuan. pencatatan. dan dokumen-dokumen lain, serta 
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; 
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'1 'l 

g. Menyuruh berhenti. melarang seseorang rneninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud pada huruf e; 

h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang 
retribusi daerah ; 

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi; 

j. Menghentikan penyidikan; 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyi­

dikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini. memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya 
kepada Penuntut Umum. sesuai dengan ketentuan yang diatur Dalam 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

8 f➔ B )Y'VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini. sepanjang 
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala 
Daer-ah. 

(2) Dengan berlakunya Peraturan Oaerah ini, maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 
Sewa Rumah Dinas Pemerintah Oaerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Blora Tahun 1982 Nomor 46 Seri B No~or 10) 
beserta perubahannya. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 
II Blora Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penyewaan Tanah Pemerintah 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Oaerah Tingkat II Blora Tahun 
1995 Nomor 5 Seri B Nomor 2 ). Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Blora Nomor 10 Tahun 1995 tentang Penyewaan Alat­
alat Berat (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora 
Tahun 1995 Nomor 11 Seri B Nomor 5) dan Peraturan Daerah Kabupa­
ten Daerah Tingkat II Blora Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sewa 
Gedung Sasana Bhakti (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 
II Blora Tahun 1998 Nomor 2 Seri B Nomor 1) dinyatakan tidak 
ber~ laf·<;i.-1 lagi. 

(3) Peraturan Oaerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar supaya setia~ orang dapat 
pengundangan Peraturan Daerah ini 
Lembar-an Daerah. 

mengetahuinya. mernerintahkan 
dengan penempatannya dalam 

Ditetapkan di Blora 
pada tanggal 29 Oktober 1998 

terrib~i :_~1 1 (_jr1Cr,,n i<JL1 ".'.L ·•'.~:'. 

Darr~,, ,.,,S,-.dt il Hlo1·_-
r .. ,199.,I IJL..l 1999 
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•• 1, 

PENJELf"'.'!SAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OAERAH TINGKAT II BLORA 
NOMOR 9 TAHUN 1998 

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 

I. PENJELASAN UMUM. 

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Pemerintahan Di Oaerah, Pajak Oaerah dan Retribusi 
Daerah merupakan sumber pendapatan daerah. agar daerah dapat 
melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengurus dan mengatur rumah 
tangganya sendiri. 
Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan mampu menjadi 
sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan ma­
syarakat. Oleh karena itu. diperlukan ketentuan/landasan hukum 
yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi Daerah Tingkat II 
khususnya Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora dalam hal 
pemungutan retribusi. 

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-undang 
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. 
maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi 
di Oaerah Tingkat II perlu disesuaikan dengan Undang-undang 
dirnaksud. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 
tentang Retribusi Daerah yang rnerupakan peraturan pelaksanaan 
dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Retribusi Pemakaian 
Kekayaan Daerah ditetapkan rnenjadi salah satu jenis retribusi 
daerah. Oalarn rangka rnenjarnin ketertiban dan pelayanan kepada 
masyarakat yang memakai kekayaan daerah. diperlukan pengaturan 
retribusinya yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. 

11. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. 

✓ 

• 
J 

Pa:;;,al .l huruf )l s/d 
huruf K 

Pasal 2 s/d Pasal Ji 

Cuf·rnp jelas. 

--Fket, lbu~:,.i '7y.-an9 p\ilrAba,1ar-annya d~~-1,ga-n 
menggunak~ SKRD masa retribusinya 1 
( satu) bularL 

- RE~:-· __ ,-;bw:d_ :·-_n<;J "'pem!:•:~a.r-a~-iny:1. • .. -,d;~lgan 
me,_·~ unakdn de, m~.n la1.r1 ya d1pE:,r-::.dma···· 
ktn dengan SK ~ masa r_tribusinya 
harian . 

Cukup j e las,. 
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Pa-:r-;a J 1._ 

Pasa.l 6 ~:,/d Pasal 8 

Pa~3,al 9 ayat: (l) 

Pasal 9 ayat (2) 

Tei-- ,: 
lai nny, 
Daer--ah 
pun. 

imaksud dengan Sadan 
• usaha yang · · 

,. .. ~t ~~ ) ... .. ... 

kont=tsi , . , , 
ya.- .,.s, lemba ,_, 

teta.p 

sua.tu 

pensiun,. 
ben .ul,,.; badan 

yang dimaksud dengan jasa usaha adalah 
kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha 
dan pelayanan yang menyebabkan barang. 
fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang 
dapctt dinikmati orang pribadi atau badan 
dengan menganut prinsip komersial karena 
pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor 
swasta; 

Cukup jela~;,. 

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang 
dipersamakan antara lain berupa karc1s 
masuk, kupon. kartu langganan. 

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborong­
kan adalah bahwa seluruh proses kegiatan 
pemungutan retribusi tidak dapat diserah­
kan kepada pihak ketiga. Namun dalam 
pengertian ini bukan berarti bahwa 
Pemerintah Daerah tidak dapat bekerja sama 
dengan pihak ketiga. Oengan sangat selek­
tif dalam proses pemungutan retribusi, 
Pemerintah Oaerah dapat bekerja sama 
dengan badan-badan tertentu yang karena 
profesionalismenya layak dipercaya untuk 
ikut melaksanakan sebagian tugas pemungu­
tan jenis retribusi secara lebih efisien. 
Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak 
dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga 
adalah kegiatan perhitungan besarnya 
retribusi terutang. pengawasan penyetoran 
retribusi dan penagihan retribusi. 

eukup jelds. 

~1~~~a~w~~~1-1~,~,-a~v~~~1~:~(~1~)--~= KewaJ. untuk ~Qngisi SPJRD berlaku 

Pasal 1-() J.l-Vat (2) 
s/d ay,;1.~ (3) 

bagi · ··-· ·· ·· y-·~ -• -::=:~ · kan 
jasa .nta 
terus .,dik •-~- ga---
nan, mi tahuna 

Ba.gi waj ib 
pelayana secara angsung an 
period· , tidak diwa ibkan untuk men~isi 
SPTRD dan pembayaran retribusi dapat 
menggunakan karcis dan dokumen lain. 

Cukup jelas. 



'' 
Pasal 11 s/d 
Pasal 14 ayat (1) 

Pasal 14 ayat (2) 
huruf a 

huruf b 

Cukup jelas. 

· Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, 
kadaluwarsa penagihan di hi tung seJak 
tanggal penyampaian Surat Teguran terse­
but. 

- Yang dimaksud dengan pengakuan utang 
retribusi secara langsung adalah wajib 
retribusi dengan kesadarannya menyatakan 
masih mempunyai utang retribusi dan 
belum melunasinya kepada Pemerintah 
Daerah. 

- Yang dimaksud dengan pengakuan utang 
secara tidak langsung adalah wajib 
retribusi tidak secara nyata-nyata 
langsung menyatakan bahwa ia mengakui 
mempunyai utang retribusi Kepada 
Pemerintah Daerah. 

Pasal 15 s/d Pasal 19 Cukup jelas. 
ayat (2) 

Pasal 19 ayat (3) Yang dimaksud dengan menyampaikan hasil 
periyidikannya kepada Penuntut Umum 
adalah menyerahkan hasil penyidikan 
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik 
Polri. 

Pasal 20 . Cukup jelas. 

-------000000-------
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Lampiran · Peraturan Oaerah Kabupaten 
Oaerah Tingkat II Blora 
Nomor 9 Tahu~ 1998 tentang 
Retribusi Pemakaian Kekaya 
an Daer~ah. 

TARIP RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 

A. PEMAKAIAN TANAH. 

NO JENIS PENGGUNAAN : PROSENTASE DARI 

I 
I 

l .. : PERTf'.'1NH1N 

I 
I 

.~#> t 
,(, • I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

'Z I 
-J" I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

TEMPAT USN-IA 

BANGUNAN 

: HARGA DASAR TANAH 
: (MINIMAL) PER TAHUN 

l., 50 % 

PERTANIP,t-~ 
PERI KANAN 
PETEF;.NAK1-1N 
PEr~KEF.3UNAN 

PERTOKOflN 
KIOS/WARUNG MAKAN 
INDUSTFU KECIL 
REKLPiME 
HIBURAN 
PENGINAPAN 

GEDUNG TERBUKf➔ 
GEOUNG TERTUTUP 
G(-1Rf➔SJ 

GEOUNG PERTEMUAN 
RUMf➔H TI NGGAL 

Besarnya sewa tanah Pemerintah Oaerah ditentukan berdasarkan harga 
dasar tanah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah. 

B. PEMAKAIAN BANGUNAN 

L PEMfH<Aif➔N GEDUi'·IG PErHEMUf➔N " SASANf➔ 8Hf➔KTI " 

NO : JENIS PENGGUNAAN 

1..: 2 .. 

l. Untuk Pertunjukan : 
yang bersifat ko -: 
mersial : 
,3-. Siang hari. 
b. Ma.lam hari. 
Untuk perhelatan 
a. Si a ng ha r· :i. • 
b. Malam hari. 

BESARNYA RETRIBUSI 

Rp. 300.000,­
Rp. 325.000,-

Rp. 225.000,­
Rp. 250. 000, ---

KETEF<f➔NGAN 

Sekali pakai. 
Sekali pakai. 

Sekali pakai. 
Sekali pakai. 



. ' . 

3 .. 

5. 

Untuk acara perpi-: 
pisahan / reuni / 
ulang tahun,. 
a. Siang har·i,. 
b. Mal am har·:i,. 
Untuk kepentingan 
Dinas/Organ:isas:i : 
Sosial/Politik dan: 
Kegiatan Keagamaan: 
a,, Siang hari. 
b,. Malarn ha1-i. 
Untuk acara-acara 1 

yang diselenggar~-: 
oJsh Pemer:intah 
Dn.er~ah .. 

Rp. 125 .. 000. ·-­
F~p .. .150. 000 ~ -

Rp . 50 . 000 , --· 
Rp. 75.000,­
RP. 

Sekal:i paka1. 
Sekal:i paka.i. 

'.;:>el-<ali pakai. 
Sekali pak;ai. 
T:idak dipungut 
retribusi .. 

2. PEMAKAIAN BANQUNAN-BANGUNAN KHUSUS 

NO : LFTP1K 

.L 

2 .. 

7. 
-.J • 

4. 

: BANGUNAN KHUSUS 

Di Jalan Reksodipu: 
tr--o No. 6 (3101-EL 

Di Ja1an Pemuda 
No,. .15 f) BJ.or·a. 

Di ~1alan Pemuda 
No. 15 f'.) 8101--a. 

D:i Ja.lan Pernuda 
No. 42 Cepu. 

BESARNYA RETRIBUSl 

Rp.250,-/bulan per rn2: 
I 
I 
I 
I 

Rp.20.000.000,-/tahun: Bangunan Besar. 
I 
I 
I 
I 

Rp.250,-/bulan per m2: Bangunan Kec:il. 
I 
I 
I 
I 

Rp.250,-/bulan per m2: 
I 
I 
I 
I 

Untuk kepentingan/penggunaan oleh Pernerintah Daerah terhadap ba­
-ngunan-bangunan khusus. tidak dipungut Retribusi. 

3. PEMAKAIAN RUMAH DINAS. 

NO : LETAK RUMAH DINAS : 

l. I Di Ibukota. l<abu .... I 
I I 
I paten. I 
I I 
I I 
I I 

2 .. Di Jbuhota Kecarna-- I 
I 

tan .. 

3. Di Desa .. 

4. Daerah terpenci l. 

BESARNYA RETRIBUSI 
/ M2 

Rp .. 180, -- / bulan .. 

F~p. 130, .... I bulan. 

Rp. 110, -· I bulan. 

Rp. 90, .... I bulan. 

KETERP1NGf)N 

I Bc-:i.9i Rumah Dinas ... I 
I I 

y,J.rl9 banguna.nnya I 
I 

I semi per-manen dike--.. : I 
I nahan se~,Ja SE~t)E~~$(Jr~-~ ! I 
I 50 i: dar1 tar·ip i ni I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



' . , . 
C. PEMAKAIAN KENDARAAN / ALAT - ALAT BERAT. 

: KAPASITAS - BIAVA SEWA · 
: PER HARI(7JAM) : 

L . tlSPHf'fLT SPRAYER .100 LITER f;'.P. 50. 000, --- Besarnya uanq ---N 

--> CONCF<ETE ~1I X:ER .500 L.ITER RP. 60.000,- sei"'a tidah ter---"--· . 
··-;: . THR[E WHEEL ROLLER . 8---10 TON RP. .55. 000, ---· ma:.::;uk upah ope---...,_ 

N . 
4 . . THREE 1/JHEEL ROLL.Er~ (> ....... 8 TON RP. 40.000,- rat:or· dan bahan " 
.5,. . TANDEM ROLLER 2 :5 .~5 TON - r~P. 40 N 000 ,, -• bakar, ,. N 

6,. ,., VIB f~OLLER SMOOTH DFWM~ 6 TON RP. 80. 000. ·--
7. . VIB FWLLER PAD FOOT t, TON RP. 80. 000, ----
f,L - AIR COMPRESOR . f~P N 30 _ 000, --. . 
9 .. . 1./H3 PL.r-">iTE Tf)MPER " RP. .10 .. 000.---,. . 

.10. - VIB PU">iTE RAMMEF~ RP. .10.000,-. , . 
11. "' Tim:: ROLLER .. F~P N 80 ,. 000 .---" N 

12,. . Wf">iTER PUMP po 6. 000, --. \I .. , 

13. . , GENERATOR SET . . RP. .lO,, 000, ---
" . 

~ 
14. - L 0 (\ D E R -z r, vr1 RP_ .l:25. 000,, -. ... ,J 

1.S. . VIB ROLL.ER PEOISTRir:-)N 0,6 TON RP. 15 N 000. ••• N 

16 .. " STONE CRUSHER 0,6 TON/..:rnM: F?.P ,. 1.50.000,-X 

17. .. DUMP TRUCK " 3 ~ .5 rm-J. .. F!p. :)0. 000. --- ,, 
N . N .• 

-------------------------------------------------.-....... ,, ,,.,-. •••••• .-..•, •"' •''' ,,,, _.,," .,,•, .,., ,,_.,,._ ,•,,, ,,-., •"•'- •'" .-,.,-. ,,,•. ,,.,._ •'" •"' .-.,, ,._,,, _.,,., •••• ,,,.,_ ,,.,-. .sV, ,,._., _.,,, _.,,,, .,,,., ,,n ,._,, ,._,._ ,,,_.,, .•.•,•. ••••• ,,,, ,, .. , ,•,, N,, ,_., ,,,._, ••••• •"' .,,, •'•" ,,,, ,,,._._, ,,,, ,v., ,,,._ .,,._ .,._,,., •••• ,,._, ,,-., ••••• •'-' ,-.-.-. •'-' N• ,._, ... , ,,., ,• ,-.-., .,, .-.-.-. ,•v. 

· Dt:i!:::F?f-1H T.INGK1-1T II 
I I BLORt"i 

I\ 
\ 
I 

Lo_,---· H .. HARDJOPRAWIRO. MBA 
_.,.__,...,.....::: 


